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. .rzgarz zanrm&n masyamizat Istzlah yang Sermg
:--dxpa?cal am’u!c menggambarfcan i{eadamz uu

_ ' dztawarlan Deparz‘emen Pendldikan
a’an Kebudayaarz wztuL mengatasi masalah.ter-
ebut. - Fakultas  hukum.. -sebenarnya.. sedang
b ;.inenghadapz krisis. panjang. . Krisis ini juga
. lahir dari kondisi masyarakat kito sekarang ini.
A Upaya Yang serius yang berﬂelanjutarz iczrmzya
-dapat mengatasi krisis ini. e

Menurut catatan saya sampai sekarang belum ada tulisan yang secara
eksplisit membicarakan tentang-terjadinya krisis'dalam pendidikan tinggi
hukum kita. Krisis adalah keadaan yang abnormal, yang tidak sesuai dengan
apa yang kita kehendaki. Ia merupakan buah perkembangan suatu dinamika
yang akhirnya menimbulkan hasil atau keadaan yang tidak kita inginkan. Kri-
sis menimbulkan akibat atau kejadian negatif yang tidak dapat dibiarkan lebih
lanjut. .

Pada hemat saya kendan belum ada yan g secara teoas tegas mempersoal
kan krms tersebut, tetapz dan perbm' ingan’ da!am kalangan pendidikan
tmggl hukum $élama ini'mentrut saya sudah cukup layak apab:!a iklim pem-
bicaraan tersebut dikualifikasikan sebagai "krisis dalam ‘dunia pendzdlkan
tmgg: hukum"”. Oleh sebab itulah saya memberanikan diri untuk memasang
judul:sebagaimana  terpampang di ‘atas, yaituuntuk membantu kita semua
melihat masalahnya secara lebih jelas,

Keadaan krisis tersebut pertama-tama tampil dengan jelas pada terjadinya
distorsi antara fakultas hukum sebagai tempat pendidikan dan pengumpan

msmrmsnnn SN A KB 2~ bidang -hukum- dengan-tuntutan-masyarakat--Adhir-gldhir-inio e

v Desember 1995




_ -Pendm’zkan T‘nggt Hukum : 493

'_'Departem"n P":'nd;d1kan dan: Kebudayaan sering: menggunakau istilah "Imk _
andmatch” Dxtempatkan pada konteks pembicaraan kita, maka dapat dikata-.
'3 kan bahwa antara fakultas hukum dan’ masyarakat konsumennya:-:t"lgi_ak ada

: mgman masyarakat konsumen

“Kalau sekarang kita mempermgat__ _

Indonesaa maka_itu berarti, bahwa pend 2 i’ R
'_pengalaman sejak asa : sehelum kemerdekaan _a_kultas [akum, pada waktu B L
“itu bernama’ "Recfztshogeschool ? didirikan d_ :;:merupakan salah satu bidang B
pendldlkan yang tertua di tanah air kita. Pendidikan tinggi yang pertama kali
dibuka adalah “Technishce Hogeschool K pada tahun 1920, menyusul kemu—-
dian. bldang hukum: pada tahun 1924 dan- kedokteran pada tahun'1926.

Di luar: pendldlkan sastra, maka pada masa ity pendidikan tmggl hukum
tentunya lebih boleh dinobatkan sebagai mome pendidikan di bidang kema-
syarakatan di negeri ini. Pend;dnkan»pendldxkan di bldang ekonomx politik,
sosiologi dan administrasi yang sekarang begltu menjamur, §ama sekali
belum ada pada waktu itu. ‘Maka tidak: mengherankan apablla pada meester
in de rechten yang bergelar meester (nir); disebut sebagal manusia §garba bisa
atau "manusje van alles” dengan ungkapan waktu itu. Bahkan masih sampai B
pada tahun 50-an, Prof. Mr. Djokosoetono dlpercaya untuk memegang jabat- 5 S
an Dekan‘Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Begatu pula ‘keadaan di
Universitas Gajahmada:Yogyakarta; dithana: Prof. Mry “Tirtodiningrat ju ga
merupakan salah seorang pelopor dalam pendidikan ekonoml di lembaga pen-
didikan tinggi tersebut,

Tidak ada keluhan mengenai kualitas pendxd;kan tmgg: hukurn ‘yang ter-
dengar pada masa kolonial dan decenia awal sesudah kemerdekaan. Pemerin-
tah kolonial sengaja mempersiapkan pendidikan hukem’ sebagai tenaga teram-
pil untuk memakaikan hukum, Pada waktu itu tampaknya jabatan hukum me-
mang, -cukup - menarik, ‘bahkan:- mungkin lebih 'daripada jabatan ‘dokter.!
Untuk sekedar menggambarkan bagaimana para lulusan Rechfshogescfzool di-
arahkan kepada kemampuan profesional'untuk memecahkan masalah hukum
di Indonesia, berikut ini dikutipkan daftar matakuliah :dalam kurikulum
waktu-itu:- Tingkat-tingkat -waktu-itu-dikategorikan ke dalam: (1) Candi-
daatsexamen eerste gedeelte; (2) Candidaatsexamen tweede. gedeelte; (3)
Doctoraalexamen eesrste gedeelte dan (4) Doctoraalexamen tweede gedeelte.

..... 'Pernah -szorang imeester lulusanj ‘jaman :kolonial mengatakan kepada, saya; bihwa beliau ' sengaja
memtlxh pend:d:ian hukum i:amna men;ad:meeszer waktu itu lebih menjanjikan daripada menjadi dokter.

WMMW% b@!ﬁu«m&lamw mm«mmmhwmwﬁﬁmﬁwmmﬁ*ﬁmmﬁw EREHT
sekarang, lentulzh akan menjadi dokter saja.
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'Pada t:ngkat m1 ‘mahasiswa mulai dipisah:dalam’ kurlkuium straﬁechtelgk
: !:jkdan soczaal~economzsch Adapun permman ‘mata kuliah untuk

Her Nederiandsch Indzsch sraatsrecht (Dt Y
b .5_.-__ Het Nederlandsch-Indisch burgerlijk: procesrecht ( verldarmg door de
:docent dat betrokkene regelmang college heeﬁ' gevold) :
IV ngkat Empat .- iy Fiels
A, Straﬁechtrelyk . RS IREE S ¢
= anelEen bijzonder deel van her Nederiandscthdlsch strafrecht
.-:2 «De:criminologie . o ; e
-3 - Des gerechtelgke gerzeeskunde
B Sraatsrechre:‘z]k e : HEE AT e 2
.. Een bijzonder deeI van. het Nederlandsch-]ndzsch staats en admz- '
oo nistratiefrecht ok v o 28 HEAE ; 0
< 2..-Het Nederlandsch staarsrecht herzy
<4 ay-thet volkenrecht, of -+ B Wl s ik
: . b)-een bijzonder: deel van het bmtenlandsch icolomaalrecht
= G Soczologtsch-economzsch : o PR
Leoed, e De staarshwshoudkunde
2. De statistiek

+Apabila dikatakan tidak- ada keluhan ‘atau kritik terhadap (hasil)’ pen-
W,W,M.M,‘.,M.,,md;km MWQL,WMM& maka«»p@mym&&u@% Haian-ler-
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1t '_a berlaku unmk waktu it Tetapi dxl:hat dan tempat kita: berdln '-

mengatakan-bahwa mereka itu dipemapkan untuk nantmya memasukl bidang g by
pekergaan sebagm (1) tenaga kehakiman;- (2) pegawai’ negeri dan (3) pekeru' :
jaan-pekerjaan bebas, seperti advokat. Mengenai kualitas pend:dikan wakti

itm:Mochtar berpendapat ‘bahwa pendidikan ditekankan pada aspek keteram-

pilan sebagai tukang berupa studi analisis terhadap kasus-kasus dan perun—' _

dang-undangan., Profesor itu: ‘mengelith, ‘bahwa cara pend:dikan seperti it

kurang: memadai- lagi bagi tenaga-tenaga yang: ‘nantinya diharapkan untuk

dapat menangani- masalah hukum dalam rangka pembangunan masyarakat,

Perkembangan baru yang demikian ifu menghendaki suatu keterampilan bary .

yang seharusnya dimiliki oleh-para sarjana hukum yang mampu menc:1ptakan
masyarkaat sebagaimana dikehendaki bangsa Indonesia, ‘melalui sarana-
sarana hukum; ‘Untuk: memperoleh kualitas yang -demikian itu hendaknya

drpastlkan ‘bahwa para matiasiswa ikut serta secara maksimum dalam proses'

belajardan mendorong terciptanya suats kemampuan berbuat kreatif daripada
hanya mengembangkan keterampalan yaag reproduknf demlklan Prof
Mochtar Kusumaatmadja.® - T :

- Dengan demikian bolehlah dxkatakan bahwa kesadaran akan adanya krl-?

sis-itu pertama-tama-disebabkan karena:adanya ketidaksesuaian antara kuri-

kulum yang diwarisi dari jaman kolonial dengan kebutuhan akan kualitas sar-
jana-hukum:pasca-kemerdekaan. :Sarjana hukum disebut-terakhir' dituntut

untuk:tidak hanya menjadl penerap. hukum meiamkan Juga pembuat hukum’
dan lebih daripada itu juga pembaharu hukum. = g8

‘Kesadaran akan adanya krisis'yang demikian it juga tampﬂ daiam ben~
tuk berbagai-fora diskusi untuk mencari kualitas sarjana hukum yang dibu-
tuhkan untuk jaman yang sudah berubah itu. Bahkan, pernah suatu tim dari

*Mochtar K&wmaatmdja‘ Problems of {.egai Edueation in Indonesia: Challenge and Response,

1971 10,

’I.ihal Juga. Sag:pto Rahard]o Hrszm dan Pembahan Sasral 1983 255~?.’76
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-iFakuItas Hukurn -Unversitas: Djpenegoro pada’ pertengahan ‘tahun; 1972 &
aja meiakukan survai: tentang ‘sarjana hukum: ‘yang: dlbutuhkan-'
-'pad" masa pembangunan “Dalam Survai tefsebut memang: dikonstater ada-
asaan: kurang-puas:di-kalangan: konsumen’ terhadap sarjana’ hukum :
dari kalangan yang muda. Kemudlan masih di universitas yang.

denﬂ

sama 4 'ada_ tahun 1975 diadakan suatu seminar. dengan tema "Sarjana Hukom

uni 'bangunan “Pilihan: tema seminar: memang dengan: baik ‘mence; T
. mmkan egelisahan untuk 1 mencan kuahtas kesarjanaan hulem yang dlbumh—._“

kanoleh kebutuhan masyarakat yang: sedang meiakukan pembangunan. Pada

tahun 1978,' Fakultas Hukum Umversztas Gajah Mada juga. menyelenggara—' '
kan suatu semipar. tentang pendldikan hukum yang juga mencerminkan ke-
inginan dunia- ‘pendidikan. tinggi hukum di Indonesia untuk mencari bentuk-_

bentuk: pendzdikan yang mampu menjawab tantangan jaman.?

- Fakultas Hukum Universitas Pad jadjaran Bandung; dlpxmpm oleh dekan-.ﬂ
nya yang :sangat ‘mampu:.dankreatif Prof. Dr. ‘Mochtar. Kusumaatmadja 3
tidak-hanya berbicara tentang berbagai kekurangan tersebut, melainkan sudah:

bertindak lebih ‘konkret dan lebih. jauh. Saya-kira, UNPAD-lah yang per:
tama-tama; mengmtroduks:kan di-Indonesia tentang cara-cara belajar yang

mehbatkan ‘para mahasiswa. secara lebih: aktif: "Clinical legal education”.

menjadi andalan universitas tersebut untuk memhdlk mahas:swa dengan pars:
keterampllan yang:nyata.. /4 &

- Secara formal krisis- kris:s tersebut tercermm dan dlwadahl ke dalam
kunkulum ‘yang dirubah dari waktu ke wakty: Untuk mengkonsolidasikan
kurikulum di seluruh Indonesia- mulai. disusun :suatn kurikulum baru yang
waktu itu dikenal dengan "Kurikulum Minimal”, sekitar tahun 1975. Dari
satu fakultas hukum di negeri ini (Rechrshogeschool): pada-masa kolonial,
kemudian menjadi- dua -pada tahun-tahun pertama kemerdekaan (Ul dan

UGM)dan begituterus bertumbuh, maka sekarang kita mempunyai 26 fakul-

tas-hukum negeri dan puluhan fakultas hukum swasta. Bisalah dimenegrti,
bahwa dalam suasana.”pertumbuhan massal " seperti itu, maka perhatian ter-

hadap semacam: kontrol. muty memang: dapat dzmenvem dan salah samnya

adalah melalui standarisasi kurikilum.
~-Pada awal :tahun-80-an-mulai lagi- dilakukan pembaharuan imr:ku!um

yang menghasilkan "Kurikulum Inti" yang beriolak dari gagasan suatu hims

*Survai dilakukan pada bulan Juli, 1972, di berbagat instansi pemenmah maupun swasta d; Jakaﬂa
dipimpin oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas D:pﬁneoom S

s A dlse e R A PAA I EET 252 T Septenier 1978 dengan tema "Sumbangan Pend:d:kan

Hulum dalem Peningkatan Pelaksanaan Tugas: Penegakkan Hukum®,
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| kum tanpa kualzfikas; kemampuan 1am sepertl pldana tata nec'ara dan seba~ |
i gamya Sehubungan denaan itu. pentmg 3uga untuk dlcatat pembubaran Ju-

tap1 fungsmya sudah dxmbah kenjadz fomm bag1 sekumpulan"-'
ngajar . mata kuliah sejenis”; . Untuk:waktu yang lama perubahan tersebut-
masih menimbulkan ketgdaktahuan di kalangan konsumen dengan akibat yang.
metug'kan_ %aﬂi ‘para iuiusan fakultas tersebut. - Untuk rekrotmen pegawai,
instansi-instansi. pemermtah naupun swasta masih'saja: mensyaratkan kesar-
janaan hukum dengan kualifikasi tertentu, Oleh kurikulum, yang baru diper-
kenalkan "minat mahasiswa" dan "program kekhususan": Dengan demikian;
mesklpun yang dihasilkan hanyalah satu macam sarjana- hukum saja, tetapl
minat amahasiswa: juga diperhatikan dan hal ‘itu disalurkan melalui program
kekhususan tersebut. Tetapi tampaknya tidak mudah untuk meyakinkan pihak-
konsumen bahwa "program kekhususan” adalah “jurusan” yang lama.

- Akhirtahun 80-an menampilkan lebih banyak lagi perombakan di bzdang
pendidzkaa seperti diversifikasi program ke dalam program-program strata
satu; dua.dan tiga. Pembaharuan dilakukan secara serentak melalui perun:
dan0~undangan Penyelenggaraan: pendidlkan mulai dari:sarjana sampai ke
doktor menjadi terstruktur. Khusus dalam pendidikan tinggi hukum, kesem-
patan untuk melakukan pembaharuan kurikulum tersebut telah dimanfaatkan
untuk menampuno kritik-kritik-konsumen ‘mengenai berbagai -kekurangan
daiam hal kemampuan yang ada pada sarjana-hukum kita. Prof. Mochtar
yang. teiah memulai dengan gagasan tentang pembaharuan pendidikan hukum
duapuluh: tahun. .yang-lalu, -sekarang- mendapat  kesempatan ‘kedua uniuk’
memimpin Konsorsivm. Ilmu Hukum mengisi-pembaharuan tersebut. '

- Inti: gagasan. Prof. - Mochtar. adalah untuk. menyusun kurikulum yang
mampu untuk menghasilkan tenaga sarjana hukum yang lebih profesional,
sebab itulah yang dikehendaki konsumen. Diversifikasi dengan program-.
program ke dalam §-2 dan S-3 juga memungkinkan konsentrasi pendidikan
pada.peringkat-S-1.diarahkan kepada pendidikan profesional;: yaitu yang-
lebih menekankan pada pengetahuan dan keterampilan. Salah satunya adalah:
duntroduksmya penyusunan bahan : kulish yang-lebih menekankan pada;
praksis darpidana diskusi teoris. Pemblcaraan kasus dan }unsprudpnm sanga* :
dmtamakan dan dlanjurkan ot

Dan pengamatan selama hampxr hmapuiuh tahun pendldlkan hukum dx;&'

negen im1 dapat dmtat adanya Konstaiasi Konsumen. 1mengenai kemunduran:
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;daiam kemampuan sar}ana ‘hukum: untuk menangam peker_] aan—pekerjaannya :
‘Tetapi penggambaran keadaan seperti itu saja saya belumiah lengkap, oleh
karena terlalu menyoroti peran dari profesxonahsme hukum ‘dan de_: an
demikian: faku}tas hukum yang bertugas sebagaa lernbaga pend1d1kan pro
saonai SR L SLRE

- Dalam encaman kmerja pekerjaampekerj aan daiam bxdang hukum
juga tldak::dapat mengabalkan atall menutup 1 mata terhadap Imgkungan
; rakat: di'mana pekerjaan tersebut dijalankan Profes:onalxsme memer-
]ukan'hngkungan 'yang kondusif.: Dalam- suasana perubahan ‘sosial ‘yang -
sangat besar seperti dihadapi bangsa kita;" rnemang tidak mudah trnitk bicara -
mengenai penegakan hukum.Pada’ ‘dasarnya hukum bekerja dengan’ cara
mengendahkan danmembatasi, sedang’ pembangunan 'di negara-negara ‘ge-
perti’Indonesia: harus smulai- dan bawah, ~yaitu menyediakan kebutuhan-
kebutuhan dasar ‘manusia. Dari situlah sering klta dengan kata»kata sepertl
frade-oﬁ" antara hukum dan: pembangunan; i e

- Di Indonesia keadaannya adalah-1ebih berat iagl oleh karena sejak awal
kemerdekaan kita ingin membangun suatu 1ata hukum yang sama sekali barir
Bahkan bisa dikatakan; bahwa: pembentukan Negara RI adalah dalam rangka
memunckmkan dibangunnya suatu tatanan hukum yang baru tersebut, tidak
sekalian negara baru di dunia menjalankan politik hukum yang demlklan Stul
Sesungguhnya kurang tepat juga apabila’ ‘yang kita tonjolkan adalah pemba-
ngunan tata hukumnya, -oleh karena’ perombakan besar tersebut terjadl dz
sekalaan bidang kehidupan. -

'Berdasarkan’ politik hukum yang: demikian itu, maka pembangunan hu«
kum itu-tidak hanya menggantikan perundang-indangan “yang lama degan
yang baru, melainkan harus ditinjau'pula sekalian kelengkapan kerja hukum,’
seperti asas, ‘doktrin-dan lain-lainnya. Untuk: sekedar menyegarkan’ mgatan’
kita, kita sebut saja beberapa daantaranya seperti "sistem hukum Pancasila”,
“sistem kekeluargaan", dan."asas keselarasan, keserasian, keseimbangan";
Kita mengetahui, bahwa perundang-undangan lama yang tetap menjadi ba-
gian dari hukum positif melalui Pasal Perahhan darl UUD bertolak dara asas :
doktrin dan‘pemikiran-yang berbeda. ® :

“"Mengingat sekalian hal yang: dmraxkan di atas, pendldlkan hukum dan’
para pengajar hukum di Indonesia-dihadapkan kepada kesulitan yang tidak’
kecil.“Mereka yang disebut terakhrir ini harus mengajarkan kepada para
mahasiswa suatu sistem hukum yang belum jadi atau yang masih sedang di-
bangun ("law in the makirg”). Di sinilah beda besar antara pendidikan ‘di:
bidang kedokteran, teknik dan lain-lain dengan pendldlkan dalam hukum,”
Kebijakan yang saya kira paling baik. gdajm,ggagakan secara ferns terang

kepada para'mahasiswa, bahwa sistem hukum kita sedang dalam’ pemba?
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dxus_ 'akan ahkan secara ekstrem dapat mengganggu tha berbzcara me*ﬁ
ngenai’ "’fung31 sosial hak milik"; "sistem pemasyarakatan ‘dan sebagamva
Tetapi apakah benar-benar hukum positif yang’ ‘ada sekarang sudah mendu-
kung perkembangan ke arah itu? Bagaimana konsep kita mengenai kontrak?
Apakah sudah kita padukan dengan konsep musyarawah? Apakah kita sudah
mempunyai rincian yang jelas mengenai "perbuatan musyawarah” itu? Kita
mengetahui, bahwa baru-baru ini, dalam putusan kasasi mengenai Kasus
Kedungombo, MA masah harus menegaskan prmszp prmsap dasar musyawa-
rah tersebut.. '

Masaiah iam yang mgln dikemukakan sehubungan dengan kurikulum krta

(urban;‘law) Kita. mengetahm ‘bahwa bégmn saxigat besar dari bangsa Xita
sekarang masxh hadup d1 pedesaan‘ _Tetapl hukum yang dla_]arkan da fakuitas

bagal.tuﬂtutaﬁ keterampﬂan mahaszswa yaxtu membuat rnemo menyusun
kontrak, tunnitan, negosiasi dalam b;sms dan: sebagamya Kita tidak dapat
menyalahkan fakultas_hukum-kxta beoltu saja karena memaﬂﬂr :miah tuntutan

men pmg n:an yang harus. menerima kenyataén bahwa m_ereka banyak dika—
Iahk_an dalam mempertahankan hak—haknya disebahkan "kebodohan" me-

saat hukum nasional yang modern it berhadapan dengan Mokuntanat sotem-
pat, seperti dalam kasus-kasus yang melibatkan "hak-hak hutan” masyarakat.
Demikianlah daftar panjang yang dihadapi oleh masyarakat pendidikan
hukum kita yang membuat saya berkesimpulan, bahwa kita ini sedang meng-
alami suatu krisis panjang. Tulisan ini tidak membahas secara tuntas sekalian
hal yang berhubungan dengan krisis tersebut, karena masih banyak juga hal—
e bR yany idak - dibicarakan i sind;sepertt-kualites wnuga pengajar,pot
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g -:Dendldkan kemampuan mahaszswa dan masth-banyak. iaga lamnya Maksud_:'
‘pent _isan ‘adalah untuk. mempertajam gambaran tentang dunia; pendldlkan'_-.
' ita yang menurut-hemat saya memang keadaan. sesunvguhnya adalah
' 1coba_untuk dipertajam gambarnya ifu. Banyak negara meng-.
ngan'pendidakan hukumnya seperti juga Amerika. pada masa |
pada'akhxrnya mampu :menampllkan Metode Langdell yang men- .
nai di dunia ite, maka muda

afékat kzta pada umumnya Sepe

ndidikan hukumnya sesuai dengan atau yang_
2 :bersan gkutan : o ¢

‘naka dapat klranya kita mengatakan, bahwa. .
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